
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan 

yang sangat pesat yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi ini 

memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini memberikan dampak perubahan 

yang luar biasa bagi masyarakat salah satunya dalam kegiatan transaksi jual beli. 

Hubungan kegiatan jual beli tersebut dilandasi dengan perjanjian sehingga hak dan 

kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko 

dikemudian hari.1 Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan 

pembeli di mana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas 

suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar 

harga barang itu.2 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini salah satunya 

ditandai dengan perkembangan digital dalam transaksi jual beli yang dapat 

dilakukan dengan menggunakan media elektronik handphone, komputer dan laptop 

yang saat ini tengah digemari kalangan masyarakat. Ini menjadikan aktivitas jual 

beli di penjuru dunia dapat dilakukan dengan sangat mudah dan praktis, dengan 

cara memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat 

                                                           
1 Gusni Wa lti, dkk., Upa lya l Hukum Yalng Dilalkuka ln Pa lra l Pihalk Alpa lbilal Telrja ldi 

Wa lnprelsta lsi Da lla lm Tra lnsa lksi Pelrja lnjia ln Juall Belli Mella llui Intelrnelt (E l-Commelrcel) Di Indonelsia l, 

Jurna ll National Conference Social Science and Religion (NCSSR), 2022, hlm.983. 
2 Relpublik Indone lsial, Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Pe lrda ltal, Palsall 1457. 
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ini. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi yang terjadi saat ini, 

telah banyak memberikan dampak di dunia sehingga menjadi bebas dan 

menyebabkan industri perdagangan yang pada mulanya dilakukan dengan cara 

bertemu langsung antara pihak satu dengan pihak lainnnya kini mengalami 

perubahan sehingga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi 

yang terhubung dengan jaringan internet.3 

Perkembangan internet pada masa ini memiliki pengaruh yang sangat besar 

dalam perkembangan industri perdagangan yang salah satunya ditandai dengan 

tumbuhnya komunitas atau kelompok yang mengkhususkan diri dalam 

memperdagangkan produk-produk atau barang tertentu. Para pelaku industri 

perdagangan saat ini mulai banyak bergabung dengan situs-situs yang yang 

memberikan wadah komunitas bagi mereka. Situs-situs tersebut mengharuskan 

para penggunanya untuk menjadi bagian dari anggotanya terlebih dahulu, akan 

tetapi ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko online yang memberikan 

penawaran barang untuk diperjualbelikan melalui internet (E-commerce).4 Oleh 

karena itu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya yaitu E-

Commerce. E-Commerce atau electronic commerce atau perniagaan elektronik 

                                                           
3 I De lwi Alyu Dwi Ma lyalsalri da ln Delwal Gdel Rudy, Urgelnsi Relkonstruksi Pelnga ltura ln 

Pra lktelk Pelrja lnjia ln Pelrda lgalngaln Mella llui E l-Commelrcel, Jurna ll Komunika lsi Hukum, Vol. 7,  2021, 

hlm. 236. 
4 Ibid, hlm. 237.  
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adalah semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang 

menggunakan media perantara internet ataul perangkat elektronik.5 

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang 

paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang saat ini tengah berkembang pesat. Perdagangan dengan memanfaatkan media 

elektronik saat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang 

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelnyellelnggaraan Siste lm Dan 

Transaksi Ellelktronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang 

perdagangan melalui sistem elektronik. Namu ln atu lran – atulran telrselbu lt bellulm 

melnjangkaul pelrmasalahan pelrmasalahan yang ke lrap telrjadi dalam indu lstri 

pelrdagangan me llaluli el-commelrcel, yaitu l pelmbayaran ellelktronik, kontrak 

ellelktronik, jaminan kelamanan, batas nelgara dan hu lkulm yang digu lnakan, 

pelnye llelsaian selngkelta, pelrlindulngan konsulmeln, pajak, dan belrbagai pelrmasalahan 

hulkulm lainnya.6 

Hadirnya el-commelrcel saat ini melmulncullkan banyaknya produ lk produlk 

makanan dan minu lman yang sangat mu ldah belreldar di kalangan masyarakat dan ini 

melnjadi felnomelna bahwa banyak se lkali konsu lmeln yang tidak me lngeltahuli bahwa 

telrdapat dampak nelgatif yang akan didapat salah satu lnya yaitu l kulalitas produ lk 

                                                           
5 M Syal’Ralni Malchrizzalndi, dkk., Pelrselpsi Hukum Jua ll Belli Mella llui A lplikalsi E l-Commelrce l 

Di Ma lsa l Palndelmi Covid-19 Belrda lsa lrka ln Pelrspelktif Isla lm, Jurnall Pe lqgurua lng : Conference Series, 

Vol. 4 No. 1 Meli 2022, hlm. 15. 
6 Malrga lreltha l Rosal Alnja lni da ln Budi Salntoso, Urgelnsi Relkonstruksi Hukum El-Commelrce l 

Di Indonelsia l, Jurna ll La lw Relform, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 91. 
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makanan dan minu lman yang melragulkan, tidak ada jaminan ke lamanan, tidak ada 

pelngawasan mu ltul dan lain selbagainya. Dampak yang me lrulgikan telrselbult dapat 

telrjadi jika su latul produlk makanan dan minu lman yang melrelka belli tidak me lndapat 

izin eldar. Olelh karelna ini, gulna melngatasi pelrmasalahan pelrmasalahan yang selring 

telrjadi dalam indu lstri pelrdagangan telrultama aktivitas ju lal belli mellaluli el-commelrce l 

saat ini dipelrlulkan selbulah lelmbaga yang melmilki tu lgas ulntulk melngawasi pelreldaran 

produlk-produlk atau l barang-barang yang he lndak dieldarkan di sellulru lh pelnjulrul 

nelgelri salah satu lnya produ lk makanan dan minu lman.7 

Pelmelrintah Indonelsia tellah melmbelntu lk selbulah badan yang dibelrikan tu lgas 

dalam hal pelngawasan te lrhadap obat dan makanan yang dise lbult delngan Badan 

Pelngawas Obat dan Makanan selanjutnya kita sebut BPOM. Melnulrult Pelrprels No. 

80 Tahuln 2017, BPOM adalah le lmbaga pelmelrintah non-kelmelntelrian yang 

melnye llelnggarakan u lrulsan pelmelrintahan di bidang Pelngawasan Obat dan Makanan 

belrada di bawah dan be lrtanggulngjawab kelpada prelsideln mellaluli melntelri yang 

melnye llelnggarakan u lrulsan pelmelrintahan di bidang kelselhatan, dan dipimpin ole lh 

kelpala BPOM.8 Belrdasarkan Pasal 3 hu lrulf D Pelrprels No. 80 Tahu ln 2017 te lntang 

Badan Pelngawas Obat dan Makanan te llah melnjellaskan bahwa Badan Pelngawas 

Obat dan Makanan me lmiliki fulngsi ulntulk mellaksanakan pelngawasan se lbellulm 

belreldar dan pelngawasan se llama belreldar.9 Produlk makanan dan minu lman dapat 

                                                           
7 Anak Agung Made Ayu Lidya Astari.,Dkk, Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-

Commerce Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, 

2020, hlm. 39. 
8 Relpublik Indonelsial, Pelralturaln Prelsideln te lntalng Baldaln Pelngalwals Obalt daln Malkalnaln , 

Pelrprels No. 80 Talhun 2017, Palsall 1 a lyalt (1). 
9  Relpublik Indonelsial, Pelralturaln Prelsideln te lntalng Baldaln Pelngalwals Obalt daln Malkalnaln , 

Pelrprels No. 80 Talhun 2017, Palsall 3 huruf D. 
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dikatakan ilelgal jika tidak me lmiliki izin eldar dari BPOM baik itul bulatan Indonelsia 

maulpuln lular nelgelri dan tidak selsulai delngan keltelntu lan. 

Pengawasan oleh BPOM secara jelas telah diatur dalam Keputusan Presiden 

Nomor 166 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Department. Pada konteks 

pengawasan peredaran makanan dan minuman terdapat hubungan dengan BPOM 

selaku badan yang telah dibentuk oleh negara untuk mengawasi peredaran makanan 

dan minuman yang beredar di lingkungan masyarakat dengan komprehensif. Arti 

mengawasi dengan komprehensif yakni adalah pengawasan dilakukan secara 

menyeluruh, tidak hanya melihat dari aspek luar saja, namun harus masuk 

mengecek sumber-sumber bahan, proses produksi, kelayakan alat-alat produksi, 

singkatnya mengawasi semua yang berkaitan dengan asal mula makanan dan 

minuman dari hulu ke hilir. BPOM sebagai badan yang memiliki tugas, fungsi, 

tanggung jawab yang besar di bidang pengawasan tentunya memiliki organisasi 

yang kompleks untuk menunjang tercapainya pengawasan yang komprehensif 

tersebut. BPOM memiliki kepala yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 

BPOM. Begitupun kepala BPOM memiliki bawahan yang harus secara terus 

menerus memberikan laporan pertanggung jawaban setiap tugasnya.10  

Belreldarnya produlk makanan dan minulman ilelgal telntul saja tellah mellanggar 

hak konsulmeln yang telrdapat pada pasal 4 Ayat (1) U lndang-ulndang Nomor 8 Tahu ln 

1999 telntang Pelrlindu lngan Konsulmeln selanjutnya disebut UUPK yaitu l hak atas 

                                                           
10 Allan Mustafa Umami, Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat Dan 

Makanan (Bpom) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut 

Pada Anak, Jurnal Risalah Kenotariatan, 2023, Vol. 4 No. 1, hlm. 381-382 
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kelnyamanan, ke lamanan, kelsellamatan, dalam melngkonsulmsi barang dan jasa. 

Karelna konsulmeln melmiliki hak pelnulh ulntulk melndapatkan pelrlindulngan.11 Namuln 

fakta di lapangan memperlihatkan bahwa te lrhitulng pada pelriodel 2020 sampai 

delngan 2021 ditelmu lkan produlk makanan dan minu lman ilelgal yang tidak me lmelnulhi 

pelrsyaratan kelamanan u lntu lk dikonsulmsi olelh konsu lmeln.12 

BPOM melmiliki pelran dalam pellaksanaan dari UUPK. Diatu lr dalam Pasal 

1 angka (1) UUPK melnyatakan bahwa “Pelrlindulngan konsulmeln adalah se lgala 

ulpaya yang melnjamin adanya kelpastian hu lkulm ulntulk melmbelri pelrlindu lngan 

kelpada konsulmeln”. Selhingga pelrlindulngan hu lkulm telrhadap konsulmeln pada 

dasarnya adalah me llindulngi hak-hak konsu lmeln. Pelrlindulngan telrhadap konsu lmeln 

telrasa sangat pelnting, melngingat selmakin pelsatnya ilmul pelngeltahulan dan telknologi 

yang melrulpakan motor pe lnggelrak bagi produ lktivitas dan elfisielnsi produlseln atas 

barang ataul jasa yang dihasilkannya dalam rangka me lncapai sasaran u lsaha.13 Hak 

konsulmeln selcara rinci dijellaskan dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan yang 

selharulsnya dipe lrhatikan dan dilindu lngi olelh pellakul ulsaha dalam indu lstri 

pelrdagangan, kelnyataanya hal ini selring selkali telrabaikan karelna itikad bu lrulk dari 

pellakul ulsaha itul selndiri selrta dalam pellaksanaan u lsahanya hanya u lntulk melndapat 

kelulntulngan yang selbelsar-belsarnya bagi dirinya se lndiri.14 

                                                           
11 Relpublik Indonelsial, Undalng-Undalng telnta lng Pelrlindungaln Konsumeln. UU No. 8 Talhun 

1999, Palsall 4 Alyalt (1).  
12 Alntalral, Produk Ilelgall selnilali Rp. 2,7 Milialr dimusnalhkaln BBPOM Meldaln, 

https://www.a lntalralne lws.com/be lrital/2568897/produk-ilelgall-selnilali-rp27-milialr-dimusna lhka ln-

bbpom-meldaln, dialksels paldal 22 Delselmbelr 2023 pukul 12.05 wib  
13 Cellinal Tri Siwi Kristiya lnti, Hukum Pelrlindungaln Konsume ln,  Sinalr Gralfika l, Ja lkalrtal, 

2022, hlm. 5 
14 Ni Putu Jalnualrya lnti Pa lnde l, Pelrlindungaln Konsumeln Telrhaldalp Produk Kosme ltik Impor 

Ya lng Tidalk Telrda lfta lr Di BPOM De lnpa lsa lr, Jurna ll Ma lgiste lr Hukum Unive lrsita ls Uda lyalnal, 2017, 

Vol. 6 No.1, hlm. 18. 

https://www.antaranews.com/berita/2568897/produk-ilegal-senilai-rp27-miliar-dimusnahkan-bbpom-medan
https://www.antaranews.com/berita/2568897/produk-ilegal-senilai-rp27-miliar-dimusnahkan-bbpom-medan
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Pellakul ulsaha akan me llakulkan selgala hal guna u lntulk melngu lntulngkan 

dirinya selndiri dalam mengembangkan usahanya se lbagai contoh, telah ditelmulkan 

produlk daging sapi impor yang ditemukan me lngandulng pelnyakit sapi gila yang 

telntulnya tidak me lmelnulhi standar kelselhatan selhingga tidak aman dikonsu lmsi oleh 

masyarakat.15 Pelrmasalahan yang dihadapi konsu lmeln tidak hanya se lkeldar 

bagaimana melmilih barang, te ltapi ju lga jau lh lelbih komplelks daripada itu, l yaitul 

melnyangku lt pada kelsadaran selmula pihak yang berkaitan dalam industri 

perdagangan, baik itu l pellakul ulsaha, pelmelrintah mau lpuln konsulmeln selndiri telntang 

pelntingnya pelrlindu lngan konsu lmeln.16 BPOM diharapkan dapat me lnjadi 

penlye llelnggara pelrlindulngan konsulmeln agar hak-hak konsulmeln dapat te lrpelnulhi 

delngan baik. 

Konsulmeln melmiliki hak selsulai yang diamanahkan dalam Pasal 4 UUPK 

yaitul “Konsulmeln belrhak ulntulk dapat su latul kelnyamanan, dan kelsellamatan dalam 

melnggulnakan produ lk kosmeltik yang ditawarkan ke lpadanya”.17 Maka dari itul 

pelmelrintah melnye ltuljuli pelneltapan dan pelmbelntulkan BPOM gulna melwuljuldkan 

tuljulan dari dibelntu lknya UUPK. 

Sellulrulh produlk makanan dan minulman yang diperjualbelikan yang te llah 

melmiliki izin eldar relsmi dari BPOM pastinya su ldah aman gulna diedarkan dan  

dipelrjulalbellikan hingga di konsu lmsi olelh masyarakat karelna su ldah mellaluli 

                                                           
15 Shofie dan Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT 

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.  
16 Alrpalndy Mal’rif Ha lralhalp, Pelngalwa lsa ln Balda ln Pelngalwa ls Obalt Da ln Malka lnaln Telrha ldalp 

Pelrelda lra ln Malka lnaln Import Da llalm Melwujudka ln Pelrlindunga ln Konsumeln Di Kota l Meldaln, Skripsi, 

Falkultals Hukum, Unive lrsitals Muslim Nusa lntalral All Wa lshliya lh, 2021, hlm. 71.  
17 Gital Salra lswalti Alnalk Algung Istri Alri Altu Delwi, Pelrta lnggungjalwa lbaln Pella lku Usa lhal 

Ba lgi Konsumeln Ya lng Melnggunalka ln Produk Kosmeltik Ilelga ll daln Belrba lha lyal, Jurnall Ke lrthal Nelgalral 

Falkultals Hukum Univelrsitals Uda lyalnal, 2019, Vol.7 No.5, hlm. 9. 
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tahapan-tahapan pelnguljian laboratu lriulm yang dilakukan oleh BPOM. Hal ini julga 

didasarkan selbab selmula produlk makanan dan minu lman yang hendak diedar dan 

dipelrjulalbellikan di wilayah Indone lsia, baik di produlksi di dalam nelgelri maulpuln 

lular nelgelri, haruls didaftarkan dan me lndapatkan Nomor pelndaftaran dari Badan 

Pelngawas Obat dan Makanan.18 

B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan u lraian latar bellakang yang te llah dikemukakan peneliti maka 

sulmbelr pelrmasalahan yang akan di bahas pada pe lnellitian ini diru lmulskan selbagai 

belrikult : 

1. Bagaimanakah pellaksanaan pelngawasan Badan Pe lngawas Obat dan Makanan 

Kota Meldan telrhadap pelreldaran produlk makanan dan minulman yang 

dipelrdagangkan mellaluli platform el-commelrcel? 

2. Apakah kelndala pellaksanaan pelngawasan Badan Pelngawas Obat dan 

Makanana Kota Meldan telrhadap pelreldaran produlk makanan dan minu lman yang 

dipelrdagangkan mellaluli platform el-commelrcel? 

3. Ulpaya apakah yang dilaku lkan dalam pellaksanaan pelngawasan Badan 

Pelngawas Obat dan Makanana  Kota Meldan telrhadap pelreldaran produlk 

makanan dan minulman yang dipelrdagangkan mellaluli platform el-commelrcel? 

                                                           
18 Novri Dimals Palmory, Pelnelga lkaln Hukum Balla li Belsa lr Pelngalwa ls Oba lt daln Ma lka lnaln 

Kota l Ba lndalr La lmpung Telrha ldalp A lir Minum Da lla lm Kelma lsa ln Talnpal Izin E ldalr, Jurnall Ilmialh Vol. 

4. No 2, 2016, hlm. 10. 
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C. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan ru lmulsan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang 

melnjadi tuljulan pelnellitian ini adalah : 

1. Ulntulk melngeltahuli bagaimanakah pellaksanaan pelngawasan Badan Pe lngawas 

Obat dan Makanan Kota Me ldan telrhadap pelreldaran produlk makanan dan 

minulman yang dipelrdagangkan mellaluli platform el-commelrcel. 

2. Ulntulk melngeltahuli kelndala apakah yang ada dalam pellaksanaan pelngawasan 

Badan Pelngawas Obat dan Makanan Kota Meldan telrhadap pelreldaran produlk 

makanan dan minulman yang dipelrdagangkan mellaluli platform el-commelrcel. 

3. Ulntulk melngeltahuli ulpaya apakah dalam pellaksanaan pelngawasan Badan 

Pelngawas Obat dan Makanan Kota Meldan telrhadap pelreldaran produlk makanan 

dan minulman yang dipelrdagangkan mellaluli platform el-commelrcel. 

D. Manfaat Penelitian 

Kelgiatan pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat baik selcara 

teloritis maulpuln praktis, yaitul: 

1. Manfaat dari segi Teoritis 

Pelnellitian ini se lcara ulmulm diharapkan dapat me lmbelrikan manfaat serta 

melmpelrbanylak wawasan dan melmbelrikan manfaat u lntulk pelngelmbangan ilmul 

hulkulm telrkhulsuls dalam hal pellaksanaan pelran Badan Pelngawas Obat dan 

Makanan Kota Me ldan terhadap produk makanan dan minuman yang 

diperdagangkan melalui platform e-commerce selbagai lelmbaga yang 

belrwelnang yang ditulnjulk pelmelrintah dalam hal melmbelrikan pelrlindulngan 

konsulmeln. 
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2. Manfaat dari segi Praktis 

Selcara Praktis pe lnellitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan dapat 

melnambah ilmul bagi selmula pihak yang berkaitan dan belrhulbulngan delngan 

pelrlindulngan konsulmeln, dan julga hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi 

masulkan bagi sellulrulh masyarakat dalam melningkatkan kelsadaran telrhadap apa 

apa saja yang haruls dipelrhatikan konsulmeln dalam melmbelli produlk makanan 

dan minulman mellaluli el-commelrcel, dan melmbelrikan kelsadaran bagi para 

pellakul ulsaha dalam melmpelrdagangkan produlk makanan dan minu lman, dan 

julga pelmelrintah telrkait pelreldaran produlk makanan dan minulman yang belreldar 

di lingkulngan masyarakat. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang bagaimana 

pelaksanaan pengawasan oleh BPOM terhadap produk makanan dan minuman yang 

diperdagangkan melalui platform e-commerce, kendala apa yang kerap terjadi 

dalam pelaksanaan pengawasan serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada BPOM Kota 

Medan Sumatra Utara. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan dan 

minuman yang diperdagangkan melalui platform e-commerce yang berkaitan 

dengan bagaimana pelaksanaanya, kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan 

serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah, maka penulis membagikan penulis membagikan 

penulisan ini menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa 

sub bab tersendiri, sistematika tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

BAB II membahas tentang penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang 

pelaksanaan pengawasan badan pengawas obat dan makanan menurut peraturan 

perundang-undangan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap 

konsumen, tinjauan umum tentang produk makanan dan minuman, dan tinjauan 

umum tenang jual beli online melalui e-commerce. 

BAB III membahas tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian, metode tersebut meliputi jenis, pendekatan dan sifat 

penelitian, lokasi populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, Teknik 

pengumpulan data, alat pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan 

pembahasan metode tersebut dapat mengungkapkan serta nantinya dapat menjawab 

secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan. 

BAB IV terdapat uraian yang menjelaskan serta dapat memecahkan 

permasalahan berdasarkan hasil Analisa terhadap permasalahan hukum yang dikaji 

berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Bab ini akan 

berisikan uraian dalam rangka menjawab permasalahan yang telah disusun penulis 

yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawas obat dan makanan 

terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform e-
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commerce, kendala apa yang sering terjadi dalam pelaksanaannya serta upaya apa 

yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. 

BAB V memuat tentang kesimpulan serta saran atas permasalahan-

permasalahan yang telah diteliti penulis dan telah penulis simpulkan dalam hasil 

penulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diambil. 

 

  


